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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya tinggal di 

pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 jumlah desa di 

Indonesia berjumlah 83.794 desa.  Dalam Undang-undang No.6 pada tahun 

2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan 

masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan dalam mengatur 

dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan dan 

tujuan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan hukum adat yang 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perkembangan desa disebabkan oleh beberapa permasalahan yang sangat 

kompleks di desa. Kemajuan pembangunan memerlukan perencanaan, 

pelaksanaan dan akuntabilitas. Pembiayaan setiap kegiatan pembangunan 

desa memerlukan biaya yang cukup besar. Salah satu upaya pemerintah 

dalam mewujudkan pembangunan adalah dengan alokasi dana desa yang 

diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang akan 

dikelola oleh desa itu sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 

2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan 

yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa selama satu tahun anggaran dimulai 

dari 1 januari sampai 31 desember.  
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Akuntabilitas merupakan isu penting baik perusahaan maupun 

masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham. Akuntabilitas merupakan prinsip dalam tata kelola 

pemerintah yang mempunyai arti penting dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan 

oleh pemerintah atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan 

masyarakat  (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019). (Sumarto, 2020) mengatakan 

menurut Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan, pada tahun 

2019 pembiayaan desa sebesar Rp70 triliun dan mencapai Rp72 triliun pada 

tahun 2020. Jumlah anggaran tersebut bisa dikatakan besar dan tentunya 

tidak dapat dipungkiri bahwa dana desa dengan jumlah sebesar itu rentan 

terhadap penyalahgunaan atau korupsi. Akibat dari permasalahan tersebut 

maka penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa menjadi sangat penting, karena hasil akhir dari penerapan 

prinsip akuntabilitas adalah seluruh kegiatan pemerintahan desa yang 

meliputi pelaporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai peraturan yang telah ditetapkan, yang berujung pada terselenggaranya 

tata kelola desa yang baik.  

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Jawa Timur yang terdiri dari 27 Kecamatan dengan 328 desa dan 4 

kelurahan. Kabupaten Sumenep memperoleh anggaran yang relative besar. 

Dari besaran alokasi tersebut, Kabupaten Sumenep memperoleh anggaran 

dana desa pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp.337.720.100.000, dan 
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sebesar Rp.332.807.461.000 pada tahun 2022. Salah satu desa yaitu desa 

Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto juga menjadi bagian dari perolehan 

pendapatan anggaran tersebut. Pada desa Aengbaja Kenek juga ditemukan 

berbagai permasalahan, dimana pendapatan dikelola secara tidak efektif, 

kegiatan pembangunan tidak jelas dan tidak terlihat pemanfaatan 

pendapatannya, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip 

transparansi juga belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam 

informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak 

mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak 

terlaksana serta tidak ada alamat pengaduan. Di desa Aengbaja Kenek, 

Pengendalian perekonomian desa masih belum optimal sehingga masih 

terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan desa dan hal 

ini memicu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

ada. Meskipun pelaksanaan kegiatan yang diperoleh dari dana desa telah 

menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek, namun hanya sebagian 

masyarakat yang aktif dalam kegiatan/program desa yang meningkatkan 

kesejahteraan dan pembangunan desa, oleh karena itu inisiatif masyarakat 

dalam transfer gagasan strategis belum sepenuhnya terealisasi. 

Alasan peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di desa 

Aengbaja Kenek karena peneliti memiliki keterbatasan akses ke desa lain. 

Selain itu, sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian 

mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa tersebut, sehingga 

penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui atau membuktikan nilai 
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akuntabilitas dalam pernyerlernggaraan perlayanan pu rblik serbagai garda derpan, 

yaitu r bagaimana instansi permerrintah dapat mernyikapi pernggurnaan anggaran 

purblik sercara terpat. Serbab, pernerrapan prinsip aku rntabilitas akan 

mernciptakan stru rkturr manajermern yang erfisiern, berrkuralitas, dan berrjalan 

derngan baik. Serlain itur, perrmasalahan yang timbu rl dari pernerrapan prinsip 

akurntabilitas dapat mernarik perrhatian masyarakat dan me rningkatkan 

kerperrcayaan terrhadap permerrintah.  

Dari latar berlakang diatas maka pe rnerliti te rrtarik urnturk mernerliti dan 

merngkaji lerbih dalam lagi. Be rrdasarkan masalah yang ada, pe rnerliti te rrtarik 

merlakurkan pernerlitian derngan ju rdurl “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN 

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS 

PADA DESA AENGBAJA KENEK KECAMATAN BLUTO ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berrdasarkan latar berlakang diatas, maka yang mernjadi rurmursan 

masalah dari pernerlitian ini yaitu r : 

1.2.1 Bagaimana Akurntabilitas Perngerlolaan Dana Dersa Pada Dersa 

Aerngbaja Kernerk Kercamatan Blu rto? 

1.2.2 Bagaimana Transparansi Pe rngerlolaan Dana Dersa Pada Dersa Aerngbaja 

Kernerk Kercamatan Blu rto? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berrdasarkan  rurmursan masalah diatas, maka turjuran dari pernerlitian ini 

adalah : 

1.3.1 Urnturk mernganalisis aku rntabilitas perngerlolaan dana dersa pada dersa 

Aerngbaja Kernerk Kercamatan Blu rto. 

1.3.2 Urnturk mernganalisis transparansi pe rngerlolaan dana de rsa pada dersa 

Aerngbaja Kernerk Kercamatan Blu rto. 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teroritis 

1. Bagi Pernurlis 

a.   Merngaplikasikan ilmu r yang perrnah didapat se rlama 

perrkurliahan sercara nyata. 

b.  Serrta merlatih diri urnturk mernghadapi lingku rp kerrja yang 

mernyajikan hasil-hasil yang diperrolerh serlama perrkurliahan. 

2. Bagi Urniverrsitas 

a.   Merndapatkan masu rkan yang berrgurna u rnturk 

mernyermpu rrnakan kurrikurlurm yang sersurai derngan Program 

Sturdi Akurntansi. 

b.  Serbagai masurkan urnturk merngervalurasi serjaurh mana 

mahasiswa mermahami materri yang di dapat se rlama 

perrkurliahan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Permerrintah 

Dapat mernjadi suratur rerferrernsi dalam merwurjurdkan Good 

Goverrnancer. Serdangkan dalam permerrintahan dersa diharapkan 

dapat mernjadi rerferrernsi bagi pergawai agar sernantiasa berkerrja 

sercara transparan dan me rmberrikan informasi dalam me rlakurkan 

perngerlolaan dana dersa. 

2. Bagi Permbaca dan Pernerliti Serlanjurtnya 

Dapat mernambah su rmberr rerferrernsi serrta merndorong 

dilakurkannya pernerlitian berrikurtnya terrkait aku rntabilitas dan 

transparansi perngerlolaan dana dersa. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat mermberrikan informasi kerpada masyarakat agar 

masyarakat dapat berrpartisipasi dalam perngerlolaan dana dersa 

serhingga akurntabilitas dana dersa dapat berrjalan derngan baik. 

1.5 Fokus Penelitian 

Agar pernerlitian ini tidak me rnyimpang dari awal tu rjuran perrerncanaan 

pernerlitian serrta terrlalu merluras, maka pernerliti mermbatasi dan hanya 

mermfourskan kerpada, yaitu r : 

1. Akurntabilitas perngerlolaan dana dersa di dersa Aerngbaja Kernerk. 

2. Transparansi perngerlolaan dana dersa di dersa Aerngbaja Kernerk. 

 


